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BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Kesimpulannya, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum memiliki peran 

krusial dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman 

di Kota Bengkulu, di mana sosialisasi dan partisipasi masyarakat 

sangat dibutuhkan untuk menegakkan ketentraman. Meskipun 

ada tantangan, seperti kebisingan yang ditimbulkan oleh 

bengkel di Kelurahan Sukarami, upaya penegakan hukum dan 

edukasi mengenai pentingnya izin usaha oleh Satpol PP 

diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Dengan 

melibatkan masyarakat dalam proses edukasi dan sosialisasi, 

serta melakukan riset pasar bagi usaha lokal, diharapkan 

keberadaan bengkel dapat memberikan manfaat positif tanpa 

mengganggu ketertiban umum, sehingga menciptakan suasana 

yang lebih tertib dan nyaman bagi seluruh warga. 

Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 

Tahun 2008 di Kelurahan Sukarami menghadapi tantangan 

dalam mencapai ketentraman masyarakat. Meskipun Satpol PP 

berupaya menegakkan regulasi, konsistensi dan transparansi 

pelaksanaan masih kurang, terutama terkait kebisingan dari 

bengkel yang buka larut malam. Dalam perspektif Siyasah 

Tanfidziyah, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa 

kebijakan yang diterapkan memberikan manfaat nyata bagi 
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masyarakat, serta mengedepankan prinsip keadilan, 

transparansi, dan akuntabilitas untuk menciptakan lingkungan 

yang nyaman. 

B.  Saran 

Saran yang dapat diajukan adalah peningkatan edukasi 

dan sosialisasi oleh Satpol PP mengenai pentingnya izin usaha 

dan ketertiban umum melalui seminar di tingkat kelurahan. 

Diperlukan juga sistem pendataan untuk mengidentifikasi usaha 

yang belum mematuhi peraturan serta wadah aspirasi bagi 

masyarakat untuk menyampaikan keluhan. Satpol PP sebaiknya 

menjalin kerja sama dengan DPMPTSP untuk monitoring 

perizinan, dan pemilik usaha disarankan melakukan riset pasar 

serta menerima edukasi tentang strategi pemasaran. Langkah-

langkah ini diharapkan menciptakan lingkungan yang aman, 

tertib, dan mendukung keberlangsungan usaha di Kota 

Bengkulu. 

Saran dari hasil penelitian ini adalah agar pemerintah, 

melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), meningkatkan 

konsistensi dan transparansi dalam penegakan hukum terhadap 

kebisingan yang ditimbulkan oleh bengkel yang beroperasi 

hingga larut malam di Kelurahan Sukarami. Dialog antara 

pemerintah, pemilik bengkel, dan masyarakat perlu diperkuat 

untuk menciptakan solusi saling menguntungkan. Selain itu, 

penting untuk memiliki mekanisme pengaduan yang mudah 
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diakses dan melakukan evaluasi berkala terhadap dampak 

kebijakan agar ketertiban umum dapat terjaga dengan adil. 
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